
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.729, 2017 BAPPENAS. Konflik Kepentingan Pencegahan dan 

Penanganan.  
 

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai 

konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan dan untuk menuju tata kelola 

pemerintahan yang baik diperlukan pedoman mengenai 

pencegahan dan penanganan konflik kepentingan bagi 

Pegawai dan Unit Kerja di Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang 

Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan 
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Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150);  

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha 

Swasta  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3021); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 112); 

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003 tentang 

Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan 

Masyarakat; 

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan 

dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

15600); 

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

609); 

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan 
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Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 138); 

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan 

Kode Perilaku Perencana Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 255); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN 

KONFLIK KEPENTINGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:   

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 

yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas, 

adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional. 

2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan non-pegawai 

negeri sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian 

PPN/Bappenas.  

3. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang 

memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri 
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sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan 

wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas, 

profesionalitas, dan kualitas keputusan dan/atau 

tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 

4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi 

pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan/atau fasilitas 

lainnya. 

5. Hubungan Afiliasi (kekeluargaan, pribadi, atau golongan), 

adalah hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan 

pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan 

perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat 

mempengaruhi keputusannya. 

6. Kepentingan Pribadi adalah kepentingan pribadi Pegawai. 

7. Perangkapan Jabatan adalah keadaan ketika Pegawai 

menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak 

bisa menjalankan jabatannya secara profesional, 

independen, dan akuntabel. 

8. Penyalahgunaan Wewenang adalah keadaan ketika 

Pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak 

sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas 

pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

9. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang 

menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan 

kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan 

karena struktur dan budaya organisasi yang ada. 

10. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum untuk 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. 

11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara 

melawan hukum antar Pegawai atau antara Pegawai dan 

pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, 

dan/atau negara. 
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